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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA 
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN 
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA 
VIRUS DISEASE 20l9 (COVID-19) 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 berupa produksi 
alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, pemberian sumbangan, penyediaan 
tenaga sumber daya manusia di bidang kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan 
COVID-19, perlu memberikan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan 
atas industri alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan, sumber 
daya manusia di bidang kesehatan, dan harta yang digunakan dalam rangka penanganan COVID-
19 dan Permenkeu RI 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan 
Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan 
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 
hanya memberikan fasilitas Pajak Penghasilan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam 
penanganan COVID-19 hingga 30 Juni 2021 sehingga perlu diubah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133), UU 8 Tahun 
1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, 
TLN No.4286), UU 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 
2008 No.166, TLN No.4916), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573), PP 29 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No.148, TLN No.6526), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres 
RI 99 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.227), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 
2019 No.1745), Permenkeu RI 188/PMK.04/2020 (BN Tahun 2020 No.1393), Permenkeu RI 
239/PMK.03/2020 (BN Tahun 2020 No.1754). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan 
COVID19, berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang 
memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; sumbangan yang 
dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final 
atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan; dan 
pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa 
kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai 
dengan tanggal 30 Juni 2021. Pemberlakuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2021. 

 


